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PEMERINTAHAN

Cegah Pemborosan dalam APBD 2020

JAKARTA, KUMPAS —Semua satu-
an kerja perangkat daerah di-
minta. menyisir ulang  prog-
ram-program dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah DK_[ Jakarta
'2020.

Arahan itu disampaikan Gu-

bernur DKI Jakarta Anies Bas-

wedan kepada semua SKPD di
lingkungan Pemerintah Provin-
si DKI dalam rapat tertutup
Pembahasan Rancangan Kebi-

Jjakan Umum Anggaran dan Pri-

oritas Plafon Anggaran Semen-

Ia mencontohkan, apabila
ada dinas-dinas yang mengalo-
kasikan anggaran untuk kebu-
tuhan teknologi, amggaran itu
seharusnya dihapus. Sebab, se-
mua telah disiapkan di unit
pengelola Jakarta Smart City: Ta
juga meminta dilakukan peng-
kajian ulang terhadap semua
kegiatan pembangunan di Ja-
karta, mulai dari penggunaan
bahan material hingga penger-
jaannya. Pengecekan bisa di-
_ selesaikan dalam waktu dua ha-
ri ke depan. Anies yakin target

2020, anggaran dana hibah Rp
2,84 triliun. Alokasi itu naik
sejak 2017 (Rp 147 triliun),

APBD Perubahan 2018 (Rp 1,88.

triliun), dan APBD Perubahan
2019 (Rp 2,75 triliun).

Anggota Badan Anggaran da-.

i Fraksi Partai Solidaritas In-
donesia (PSI), Viani Limardi,
mempertanyakan  kewajiban
Pemerintah  Provinsi DKI
memberikan hibah kepada se-
Jjumlah instansi. “Apakah kita
punya kewajiban hibah sebesar
itu, sedangkan kebutuhan r ma—

lanja hibah dana BOS itu men-
capai Rp 813 miliar. ”Jadi, se-
luruh belanja hibah ini kembali
kepada masyarakat,” ujar Edi.
Sementara itu, Pemprov DKI
dihadapkan pada realisasi pe-
nerimaan pajak daerah yang ja-
uh dari target di APBD Per-
ubahan 2019. Sampai 17 Ok-
tober 2019, total realisasi pe-
nerimaan baru Rp 31,56 triliun.
Padahal, target penerimaan di
APBD Perubahan 2019 sebesar
Rp 44,54 triliun. Praktis masih

kurang Rp 12,97 triliun.

tara (KUA-PPAS) dan Rancang- - pengesahan APBD 2020 akhir syarakat kita masih banyak, Sekretaris Daerah DKI Ja-
an APBD 2020 di Balai Kota November ini tercapai. kata Viani. karta Saefullah menyampaikan,
Jakarta, Rabu (23/10/2019). - ; : Kepala Badan Pengelola Ke- pendapatan daerah itu tak bisa
- ”(Pembahasan) tadi lebih pa- Dana hibah tinggi uangan Daerah (BPKD) Edi Su-  disebut belum terealisasi kare-
da perintah menyisir ulang se- Dalam rapat Badan Anggaran ~ mantri menjelaskan, belanja hi- na masih ada dua bulan sampai
mua anggaran agar tidak mun- DPRD DKI dengan SKPD ter- bah paling besar digunakan un- pendapatan daerah ditutup pa-

cul duplikasi. Kedua, alat yang
belum habis jangan belanja lagi.
Jangan ada pengeluaran yang
tidak perlu,” ujar Anies.

kait KUA-PPAS 2020, muncul
sejummlah persoalan, salah sa-
tunya alokasi belanja hibah
tinggi. Di rancangan KUA»PPAS

tuk dana bantuan operasional
sekolah (BOS), mulai dari ting-
kat pendidikan anak usia dini
(PAUD) hingga SMA/SMEK. Be-

da 31 Desember 2019. Kini, pi-
haknya berupaya menggugah
kesadaran masyarakat agar taat
bayar pajak. (BOW)




